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ABSTRAK 

 

 

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma klasik 

yang menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian. Dalam 

praktiknya, tidak sedikit kasus pidana juga diselesaikan di luar jalur peradilan 

melalui pendekatan alternatif seperti mediasi penal. Tesis ini bertujuan Mengetahui 

dan menganalisis kesesuaian peran penyidik di Kepolisian Resor Kota Sleman 

dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP dengan Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak 

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengetahui implementasi mediasi penal 

dapat memberikan keadilan, dikaitkan dengan pemulihan korban setelah mediasi 

dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP di Kepolisian Resor Kota 

Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

sosiologi hukum. Sumber datanya adalah penelitian ini terutama adalah data primer. 

Data Primer dalam penelitian ini berupa study kasus perkara tindak pidana Pasal 

170 KUHP dan wawancara langsung dengan narasumber. Data Sekunder terdiri 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan 

metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan penyidik Kepolisian Resor 

Kota Sleman telah melaksanakan tugas mediasi sesuai prosedur dan norma hukum 

yang berlaku. Implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 

170 KUHP di Kepolisian Resor Kota Sleman terbukti mampu memberikan keadilan 

bagi para pihak, khususnya korban, melalui pendekatan keadilan restoratif. Proses 

mediasi penal, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian dan dampak 

yang dialami. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal tidak hanya 

berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial 

dan psikologis korban. 
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ABSTRACT 

 

 

The resolution of criminal cases in Indonesia is still largely dominated by the 

classical paradigm that views the court as the sole forum for dispute settlement. In 

practice, a significant number of criminal cases are resolved outside the judicial 

process through alternative approaches such as penal mediation. This thesis aims 

to determine and analyze the suitability of the role of investigators at Sleman City 

Resort Police in resolving criminal offenses under Article 170 of the Criminal Code 

with the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 

concerning the handling of Criminal acts based on restorative justice. Knowing the 

implementation of penal mediation can provide justice, associated with the 

recovery of victims after mediation in resolving criminal offenses under Article 170 

of the Criminal Code at Sleman City Resort Police. This research is an empirical 

legal research with a legal sociology approach. The data source is this research is 

mainly primary data. The primary data in this study consisted of a case study of 

criminal offenses under Article 170 of the Criminal Code and direct interviews with 

informants. Secondary data consisted of primary and secondary legal materials, 

analyzed using legal analysis methods. The results indicate that investigators from 

the Sleman City Police Department carried out their mediation duties in 

accordance with applicable legal procedures and norms. The implementation of 

penal mediation in resolving criminal offenses under Article 170 of the Criminal 

Code at the Sleman City Police Department has proven effective in providing 

justice for all parties, particularly victims, through a restorative justice approach. 

During the penal mediation process, victims are given space to express their losses 

and the impact they have experienced. The agreement reached in penal mediation 

is oriented not only toward resolving the case but also toward restoring the victims' 

social and psychological relationships. 
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